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NOMOR . 17 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUNT KABUPATEN I\IINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 20,13

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI IMINAHASA TENGGARA,

BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI I\,4] NAHASA TENGGARA

a bahwa dalarn rangka penyelenggaraan tugasLUgas

2

pemenntahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
seda mewul!dkan tertb admnistrasi pengelolaan keuan!lan
daerah yang efekt ff eflsren dan akuntabel, maka drpandang peflrl
menetapkan standar baya untuk mengatur pengeuaran ya g

menladr beban Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
Kabupaten M nahasa Tenggarai
bahwa unluk nraksud lersebul dr atas peru menetapkan cief(J.rll
Peraluran BupaI M nahasa Tenggara

Undang-Undang Nomor T lahun 2004 tentang Perbenoararra r

Negara (Lembaran Negara Repubrk Indonesia lahLrf 2004
Nomor 5 Tambatran Lefrbafan Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)l
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesa
Nomor 4437) sebagarmana telah drubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Alas t.lndang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq
Pemerintahan. Daerah rienladi Undang-Undang (Lembararr

Negara Repubik Indonesra lahun 2005 Nomor 108 Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan lelah
diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republrk Indonesra Tahun 2008 Nomor 59

Tambahan Lembaran Neoara Reoublik Indonesia Nomof 4844 )

l\4en imba ng

Mengingat

0

'I



3.

7.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemer'tntahan Daefall
(Lembaran Negara Republrk Indonesra Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesra Nomor 4438)
Undang-Undang Nomor I Tahun 2007 tentang Pembentukarl
Kabupaten Minahasa Tenggafa dr Propinsi Sulawesr Utara
(Lembaran Negara Repub|k Indonesra Tahun 2007 Nomor 11

Tambahan Lembaran Negara Rep!bIk lndonesra Nomor 4685)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201n tentang Pembentukan
Peraluran Perundang- U nd ang an (Lembaran Negara Repubitk
Indonesra Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Neqara
Repub|k ndonesta Nomof 52 34)
Peraturan Pemer1ntah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan PresLden Repub[k Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
Peraturan Menten Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Atas Pefaturan lvlenteri Dalam Negeri Nomof 13
TahLrn 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah.
Peraluran Menterr Keuangan Nomof 97lPl\rK.06/2007 tent:rng
Penggolongan dan Kodefrkasl Barang N4ilik Negara,
Peraluran Menten Keuangan Nomo. 120/PMK 06/2008 lenla|g
Penalausahaan Barang Mrtrk Negd a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PN,4K.06/2008 IentaIcl
Penilaran Barang M lrk Negara

Peraturan Pemer ntah Nomof 90 Tahun 2010 teItar)q
Penyusunan Rencana Kerla da^ Anggaran Kementerran
Negara/Lembaga (Lembaran Negera Republik Indones a TalrLrrr

2010 Nomor 152 Tambahan Lembaran Neoara Reoubik
Indonesra Nomor 5178)

I\4EIVUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUIM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN
2013

BAB I

KETENTUAN UI\,IUM

Pasal l

Dalam Peraturan Bupati inr. yang drmaksud dengan l

1. Atasan Langsung Pengurus Barang adalah Pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk
melaksanakan koordrnasr pengurusan barang daerah dalanr
proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerla perangkat
daerah/unrl kerJa.

58 Tahun 2005 tentang

8.

9.

10

l\4emperhattkan

'.1 Menetaptan

5.



Aiudan Sespn Pengawalan dan Soplr Bupatr dan Wakrl

Bupatr adalah Pegawar Negeri/Non Pegawar Neger Anggota

TNI Poln yang d angkat berdasarkan Surat KeputLrsan

Pelabat yang berwenang untuk melakukan lugas dan

fungsrnya masrn9-masing

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang d bel ala!
diperoleh atas beban APBD atau perolehan larnnya yang sah

Bendahara Penenrnaan adaLah pelabat fungsronal yarlq

drtun,u{ -nLJt n e'lerrrra rrenyimpan ne-velo"Lan

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

Dendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD]

Bendahafa Pengeluaran adalah peiabat fungs onal yarrg

drtunluk menerrma, menyrmpan, mernDayarKan.

menatausahakan dan mempenanggungjawabkan uang unluk

keperuan beanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPD
6. Harga Satuan adalah nrlai suatu barang yang drtentukan pada

waktu terte^Lu ..Ft-k pe-gqrlJ-9an b,aya konpone- r'rasL'kan

Keglatan;
7 Jenis Konsumsr Makanan Kotak adalah berupa makanar'l yang

dikemas dalam kotak khusus

L Jen s Konsurnsr Pfasrnanan Makan adalah befupa makanan

disalrkan di atas meja untLrk kemudian peserta mem lrh oan

mengambil sendlrr sajian tersebu.,

I Jen s Konsums PTasmanan Snack adalah berupa penganan

{kuel dan il l_u'ra^ \\opl leh sar' olrah dan .rl'nJn_an -'9a^

larnnyar drsalrtan dr atas nela untuk (em'rdra' pese'1a

merrtrlrh dan raenganD,, send.rr saj'an tersebul
'lO.Je1rs Kons.rns' Snack KolaK aoa'ah berllpa penga^a.1 'ke'\

dan minuman yang dikemas dalam kotak

11.Jenis Konsumsr Table Manner adalah berupa lamuan r0aKan

resmi yang makanannya disajikan di meia dengan

nengg-naKa'1 pe'ralan malan yalg 'engkap
12 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dibert kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna

anggaran oaam relaksanakan sebaglan tugas oan fJrgs

SKPD;
13. Kuota Bahan Bakar N4Lnyak dan Gas adalah standar

pemberian bahan bakar dan gas untuk Pemegang Kendaraan

Drnas Jabatan dan Kendaraan Oinas Operasional dl

Ingkungan Pemerrntah Kabupaten lvlinahasa Tenggara;

ta ltalrasumOer, Instruktur. Fasrlilator' Konsultan' adalah Pegawal

Negerl non Pegawai Negeri yang memDerrKan

Informasr/Pe 19ela n -a n F.epada pegawai nege'

larnnya/masyarakat memfasrlitasr pelaksanaan Kegralan

menjadi tenaga lnstluktLlr dan/atau konsultan dalarn s!atu

kegiatan yang dltetapkan berdasarkan Surat Keputusan:
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15 Pegawar Negen Srpil adalah Pegawar Negen Siprl sena Calon

Pegawar Negei Slpil yang bekerla dl lingklrngan Pernerrnlah

Kabupaten Minahasa Tenggara,
16 Pegawar Trdak Tetap adalah pegawar yang drangkal alau

ditugaskan unluk jangka waktLr tertentu guna melaksanakarl

tugas pemerinlahan dan pembangunan yang bersrfal leknrs

profesronal dan adminrstrast sesuat dengan kebutuharr darr

kemampuan organlsasr dan trdak berkedudukan sebaga
Pegawar Negerr.

'17 Peiabat yang beMenang adalah Bupali, Wakrl Bupat KepaLa

Dinas/Badan/Kantor/ Untt Ke4a/Pen99una Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran serla Pejabat lain yang dlberr wewenang

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dl

Ingkungan Pemenntah Kabupaten Minahasa Tenggara

18 Pengguna Anggaran adalah pelabal pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang drprmpinnya,
'l9.Peiabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanlLrtnya

drsrngkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan

fungsr tata usaha keuangan pada SKPD,

20 Pelabal Pembuat komrtmen yang selanjutnya drsebLrl PPK

adalah pejabal yang berlanggung lawab atas pelaksanaan

Pengadaan Barar'19/Jasa

21 Pelabal Pengadaan adalah persontl yang memrllk sertrtKal

keahlan pengadaan baaang/lasa yang melaksanakal]
pengadaan barang/jasa sampar dengan Rp 200 000 000

22 Pantta Pengadaan adalah Panrlra yang dibentuk oleh PAi KPA

yang berlLrgas unluk rnelaksanakan pengadaan baran94asa
yang bernrla l-obih dar Rp 200 000 000.

23 Panrtia/Petabat Penerrma Hasil Peketlaan adalah

Panil'a/Pejabat yang drangkat oleh PtuKPA yang bertugas

memeriksa dan menerma hasil pekerJaan;

24.Pengurus Barang adalah pegawar yang diserahl lugas trrltuk

mengurus barang daerah dalam proses pemakaran yang ada

dr setrap satuan kerla perangkal daerah/unit ke4a;

2S.Perneriksa Barang adalah pegawai yang diserahi lugas urrtuk

memenksa pengadaan barang yang ada di setiap satuan kerla

perangkat daerah/unrl keqa:

26 Penelilr adalah pegawar negerr dan non pegawal negerr yang

berdasarkan sural per,nlah petabal yang berwenang d berl

tugas unluk melakukan penelltlan,

2T.Penyuluh Non Pegawar adalah Non Pegawar Negerr yang

ditunluk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputLrsan

PeJabal yang berwenang,

28.Staf Khusus adalah lembaga Non Struktural yang dibentuk

dan diangkat untuk memperlancar tugas'tugas knusus

Bupati/Wakrl BuPatr.

29. Sekretariat Trm Pelaksana Kegratan adalah Pegawa

Negen/Non Pegawar Neger yang diberi tugas urltuk



melaksanakan kegiatan administartif yang berfungsr ( ntuk

menunjang kegiatan Trm Pelaksana Kegratan,
30.Satpam (Satuan Pengarnanan) Pengemudi (Sopir), Petugas

Kebersrhan, Operator Komputer, Pramubakti SKPD adalah
Non Pegawai Negeri yang drtunluk untuk melakukan kegialan
sesuar tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan
pelabat yang berwendng/kontr ak l..erja

31 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya drsrngkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barangi

32-Satuan uang makan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawal
Negeri Sapil adalah uang makan yang diberikan berdasarkan
jumlah han masuk kerja:

33.Satuan Biaya uang lembur dan uang makan lembur adalah
merupakan kompensasr bag pegawa dan non pegawar y.rng

melakukan kerJa lembur,
34.Slandar Biaya adalah satuan biaya yang drtetapkan seb.iqa

acuan penghrtungan kebutuhan dan pelaksanaan anqgaran
35.Tim Pelaksana Kegialan adalah Pegawat Neger ata! Ncr)

Pegawai Negeri yang drbenkan tugas untuk melaksanaka l
kegiatan berdasarkan surat kepulusan Bupat/A/Vak I

Bupatl/Sekretariat Daerah/PA/KPA,
36.Unrt kerja adalah bagran dan SKPD yang melaksanakari s.jtu

atau beberapa proOram

I 
' l'iil BAB ll

TRUANG LINGKUP

r'i,i,
, Pasal2

Ruang lrngkup Peratpral Bupati Inr adalah
a Honorarium Penelrtr,

b Honoranum Narasumber, Inslruktur, Fas ltator Konsult.rr
c Trm Pelaksana Kegratan dan Sek'erdrial Tm pnl,rr' I rj,

Kegratan: l,

d. Staf Khusus, ) i

e. Aludan, Sespn, Pengawalan dan Sopir KDH dan WKDH
f. Satpam, Pengemud Petugas Kebersihan, Operator

Komputer, Pramubaktr SKPD,
g. Penyuluh Non Pegawaii
h. Honorarium Penanggunglawab Pengelola Keuangan
i Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah dan Panrta

Pemeriksa Barang/Jasa,

l. Honoranum Pelabal Peng ada a n/Pan rtra Pengad aanlPcla ba t

Pembuat Komrtmen/ Panitia/Pejabat Penerina lLnsrJ

Pekerjaan,
k. Pakaran Dinas/Kerja/Resmi Pegawai Negeri Sipil dan Pega,!r'ai

Tidak Tetap serta Pakaian Khusus dan Pakaran Han lrarl

tertentu;
L Belanja Bahan l\4akanan,



m Kuota Bahan Bakar l\4rnyak dan Gas,
n Saluan Uang l,4akan Pegawai Negen Srpil/Non PegawaL

Negeri Sipl

o KeDa Lembur Pembenan Uang Lembur dan Uang Makan
LEMDUT

p Belanla Sewa Kendaraani
q Belanla Konsurnsl
r Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan
s. Biaya Paket Kegratan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

BAB IIl
. HONORARIUIM PENELITI

Pasal 3

(1) Honoranum Penelitr drberrkan kepada pegawai neger dan non
pegawar negen berdasarkan s!rat pefjntah pelabat yang
berwenang dtbe tugas untuk melakukan peneLtttani

(2) Honorarium yang drbenkan kepada pegawai negerr adalah
atas kelebrhan jam keqa normal dan diluar Jam kerja pat ng
bayak 4 (empat) jam sehar|;

(3) Dalam hal peneIlr mendapatkan honorarium penelti lrdak
berhak mendaparkan -ang lerto-'

BAB IV
HONORARIUM NARASUI\iIBER INSTRUKTUR, FASILITATOR

DAN KONSULTAN

Pasal 4

Honorarunl Naras!mber Instruktur Fasilitator dan KonsLr tarl
diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawar Neger yang
memberikan /nforrnasr/pengelahuan keterampjlan, brrnbrngan.
pelatrhan, serta jasa lainnya kepada Pegawai NegerL

larnnya/masyafakat
Honorarium Narasumber, Instruktur Fasilitator dan Konsutan
pegawar negen dapal drbeflkan dengan ketentuan :

a Berasal dari uar Ingkrrp unrt penyelenggara

b Berasal dar Ingkup unrt penyelenggara Sepanjang peserta
yang menladi sasaran utama kegiatan berasal dal] !ar
lingkup un!l beTkenan/masyarakat

(1)

(2)

(3) Dalam ha1 Narasumber, Inslruktur, Fasilitatof dan Konsu tan
melakukan perJalanan drnas dapal diberikan uang harLan

0erlalanan drnas dan honoranurn
(4) Dasar pembenan honor dibayarkan per kegiatan.



BAB V

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT T I1\,1

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

(1)Honoranum Trm Pelaksana Kegiatan dapat diberrkan kepada

Pegawai NegerL ata!r Non Pegawai Neger yang dlberika

tugas unluk melaksanakan kegiatan berdasarkan St at

Keputusan Bupatr/Pejabat Eselon ll i

(2) Ketentuan pembentukan trm dapal dibetikan honor de rgan

ketenluan
a. lvlempunyar keluatan (outpui)Jelas dan telukur

b Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengKLl

sertakan m n mal 5 (lima) satuan kerja terkalt

c Bersrfat temporer pelaksanaannya perlu diprlorltaskan

atau diluar lam kerla;

d lMerupakan pefangkapan fungsr atau tugas tenentu kepada

pegawal negerl drsamprng tugas pokoknya seharl'han

e. Dilakukan secara selektrf, efektif dan efrsien

(3) Honoranum Sekretarral Trm Pelaksana Kegratan dberLkan

kepada Pegawar Negeri/Non Pegawai Negeri yang dLberrkan

tugas untuk melaksanakan kegiatan ad|.nrnistratrl yang

berfungsr untuk menunlang keg atan;

(4) Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunlarrg

pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/PeJabal

Eselon ll/PA/KPA:
(5) Jumlah Sekretarrat Trrn Pelaksana kegratan paling banyak 7

(tuluh) orang

BAB VI

STAF KHUSUS

Pasal 6
(1) Honorarium drberrkan kepada Pegawai Negeri TNL dall

Anggota POLRI atau bukan PNS yang diangkat oleh Bupatl

sebagal Stal Khusus
(2) Besaran Honotanum Staf Khusus adalah sebagalmana

terseb!t alarn Larnpiran Peraturan inl

BAB VII

AJUDAN SESPRI PENGAWALAN DAN SOPIR KDH DAN

WKDH

Pasal 7

(1)Honoranum diberLkan kepada Pegawai Negeri, TNI dan

Anggota POLR alau bukan PNS yang drangkat sebagar

Ajudan Sespri Pengawalan dan SopiI KDH dan WKDH



il'
(2) Besaran Honofanum Audan, Sespri, Pengawalan dan Sop r

adalah sebagaimana tersebut dalam Lamprran Peratufan lr

BAB VIII

SATPAI\,I, PENGEI\,'IUDI PETUGAS KEBERSIHAN OPERATOR

KOIVIPUTER PRAIVlUBAKII SKPD

Pasa I
(1) Satuan biaya honorarium Satpam, Pengemudr Peluclas

Kebersrhan Operator Komputer dan Pramubakti SKPD

diperuntukkan bagi Non Pegawai Negerr yang dltunluk !niuk
melakukan kegiatan sesuat dengan tugas dan fungsrnya

berdasarkan surat keputusan pelabat yarrg

berwenang/kontrak kefia
(2) Untuk Satpam, Pengemud Petugas Kebersrhan Operalor

Kompuler dan Pramubakti SKPD dengan melalur Jasa p lrak

ketiga/drborongkan alokas honoranum dapat drtambah palak

dan keuntungan petusahaan dari satuan btaya besaran

tersebut tidak termasuk sefagam dan perlengkapan

(3) Besaran Honorarrum Satpam, Pengemudi Petullas

Kebersihan, Operator Komputer dan Pramubaktr adalah

sebagaimana tersebLlt dalam Lampiran Peraturan Inr'

BAB IX

PENYULUH NON PEGAWAI

Pasal I
(1) Honoranum dibenkan kepada Non Pegawa NegerL yrnq

drtunluk melakukan pgnyuluhan berdasarkan Surat Kepulusan

pejabat yang berwenang

(2) Besaran honorarium Penyuluh Non Pegawal adillalr

sebaaaimana tersebui dalam Lampiran Peraturan rnL
- ,.rl,j

'.1

, eae x
HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA

KEUANGAN

Pasal 10

(1) Honorarium Penanggunglawab Pengelola Keuangan d DerlKan

kepada Pegawai Negerr Srpil yang diangkat oleh pelalrat

berwenang sebagar

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan

b. Pembantu Pejabai Penatausahaan Keuangan

c. BendaharaPenenmaan,
d BendaharaPengeluaran;
e. Bendahara Penenmaan Pembantu,

f Bendahara Pengeluaran Pembantu



g Pernbantu Bendahara Penenmaan,

h Pembantu Bendahara Pengeluaran.
(2)Besaran honorarum Penanggunglawab Pengelola Keuangart

dibe.rkan secara proporslonal berdasarkan besaran pagu yang

dikelola sebagarmana tersebut dalam Lamplran Perat!ran llr

BAB XI

HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 1'
Honoranum Pengelola Barang t'ililik Daerah di masrng-mas ng

SKPD drbeflkan kepada

(1)Pegawa Negen SLprl yang drangkat oleh pelabat berwenang

sebagai .

a Atasan Langsun Pengurus Barang,

b Pengurus / Penyimpan Barang;

c PemerLksa Barang
(2) Besaran Honoranum Atasan Langsung Pengurus Barang

Pengguna Barang / Penylmpan Barang dan Penreltksa

Barang adalah sebagarrnana tersebut dalam Lamp ran

Peraturan Inl

. Pasal 12

(1)Honorafum pengelola barang mrllk daerah trdak d ber kan

rangkap dengan honorarrull'l penanggungjawab pe11ge ola

keuangan
(2) Dalam hal penrberran honorarrurn dimaksud pada ayat 1

(sat!). . dapat dibayarkan salah satu honofafLtrm yang

mengLlntungkarl yang bersangkutan

BAB XII

HONORARIUIM PEJABAT PENGADMN/PANITIA
PENGADAAN/PE JABAT PEMBUAT

KOI\4ITME N/PAN ITIA/PEJABAT PENERI[,4A HASIL PEKERJpAN

Pasal 13

ilJHonora .rnr Pelabal Pe'gaoaan Barang dan Jasd d'Ler'\an

kepada Pegawa Neger S prl yang diangkat oleh pelabaL

berwenang untuk nlelaksanakan kegiatan pengadaan barang

dan rasa sesua peraturan peru ndan9-u n0anga n '

(2t Honorarrum Panrlra Pengadaan Barang oan Jasa dbe-ka

kepada Pegawar Negeri Srpil yang diangkat oleh pelabat yang

berwe'tang unlJl meal'sanakan (egratan oengadaa^ bd a'9

dan Jasa sesuar peraturan perundang-undangan'

(3) Honorarium Pejabat Pemb!at Komitmen diberikan kepada

Pegawai Negeri Siprl yang drangkat oleh pejabat berwenang



uniuk melaksanakan kegtatan pengadaan 0aran9 oan lasa
sesuar peratran perundan9-un0an9an

(4) Honorarium Panrtra/Pelabat Penerima Hasll Pekerlaan Bararlg

dan Jasa diber kan kepada Pegawai Negef SLprl yarlg

drangkat oleh Pelabat yang berwenang untuk melaksanakan

penilaian terhadap hasll pekerlaan yang telah drselesa karl

sesuar peratufan peru n0 an9-u noan9a n.

(5) Besaran honoraTrum dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3)

dan ayat (4) dibelkan ploporsronal berdasarkan besaran pag!

yang dikelola sebaga mana tersebut dalam Lamp rarl

Peraturan Lnl

(6)Honorarium Pelabat Pengadaan/Panitia Penagdaan barang

dan Jasa tidak diberikan rangkap satu sama la n dan alatL

dengan honorarium penanggung Jawab pengelola keuangan

dan/alau honoralurn pengelola barang mllik daerah

(7) Dalam hal pembeflan honorarium dimaksud pada ayat (5)

dapat drbayarkan salah satu honotanum yang menguntungKan

Yang bersangkLltan

BAB X

PAKAIAN DINAS/KERJA/RE SIVlI PEGAWAI NEGERI S!PIL DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PAKAIAN KHUSUS DAN

PAKAIAN HARI-HARl TERTENTU

Pasal 14

(1) Tata cara pengadaan dan penggunaan paKa an

dinas/kerja/resrnl beserta atrLbutnya bagi Pegawdi Negefr S pLl

dan Pegawa Tldak Telap dllaksanakan sesual Pefat(rtarr

Perundang undangan dengan tambahan ketentuan sebagar

benKul
a Pengadaan Pakaran Dinas/Keria/Resmi Pegavva Neger

S pil dan Pegawa Trdak letap serta Pekalan Khusus dao

Pakaian Harr-Harr tertentu hanya dapat dllaksanakarr rrrltuK

1 (satu) lenrs pakaian dalam satu tahun anggaran

b Pengadaarr dan peflggunaan pakaian dinas/kerja Pegawar

Trdak Telap drpersamakan dengan pakaran

d nas/kerja/resmr Pegawai Negeri Sipil

c Pengadaan dan penggunaan pakaian dinas Satuan Pols

Pamong Ptala dan Satuan Pengamanan sudah termasuk

perlengkapannya berupa I Sepatu, Baju PDL' Kopel lkat

Pinggang Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki Topr' darl

Atnbut lainnYa

Pengadaan dan penggunaan pakaian dinas Peluqas

Pemaoarn Kebakaran dilaksanakan sesuai Peraturan

P eru ndang- u ndangan

Pengadaan pakaran Bat k Tradlsional hanya dapat

dtlaksanakan untuk kemela/blus lengan panJang
e.



..'1,,
' ' (2) Besaran harga satuan pakaran drmaksud pada ayal (1) acalah

sebagarmana tersebut pada Lamprran Petaturan InL

(3) Satuan biaya sudah ternasuk atribut dan ongkos iah t

BAB XIV

BE LANJA BAHAN I\,1AKANAN

Pasal 15

(1)Pengadaan bahan makanan dilaksanakan untuk mernenLrh

kebutlr h an

a Pasien Rawat Inap Plskesmas,
b. Anak Buah Kapal (aktrf).

c Anak Buah Kapal (cadangan);
d Personil Tim Penanggulangan Bencana;
e. Pengungsl Kofban Bencana Alam/Bencana Sosia

f Penambah Daya Tahan Tubuh
(2) Tata cara pengadaan dan penggunaan bahan makanan

drlaksanakan sesuar peratufan peru ndang-u nd anga n

(3) Besaran harga satuan bahan makanan dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran PeratLrran Ini

8AB XV
KUOTA BAHAN BAKAR MJNYAK DAN GAS

Pasal 16

(1) Kuota Bahan Bakar !\,4 nyak dan Gas dapat drber kan unluk
pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan

Operasronal dr lLngk!ngan Pemerinbh Kabupaten M nahasa

Tenggara,
(2) Bahan Bakaf Mrnyak dan Gas dlmaksud adalah

a Pertamax
b Premium,
c Solar;
d Gas

(3) Kuota Bahan Bakar lr4 nyak dan Gas dimaksud pada ayat (1)

dlbeflkan dalam rangka menunjang pelaksanaan lugas tugas
pemeflntahan pembangunan dan pelayanan masyarakat

(4) Bahan Bakar N,4 nyak dan Gas dapal diberikan meleb hr kuota
apabria kendaraan dlnas drgunakan untuk pelaksanaan tugas
dalam Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat,

(5) Keadaan Luar Brasa/Keadaan Darurat sebagalmana d maksud
ayat (4) adalah
a. Tugas Penanggu angan Bencana Alami
b. Tugas penanggulangan Bencana Sosial,
c PenyelenggaraanAcaraKenegaraan,
d Penyelenggaraan Acata-acara be|.Skala Nasiona dan

Intefnasronal
(6) Kuota Bahan Bakar Mrnyak dao Gas untuk Pernegang

Kendaraan D nas Jabatan diberikan setiap hari,



(7) Kuota Bahan Bakar lvlinyak dan Gas untuk Pemegang

Kendaraan Drnas Operasional drbenkan dalam rangka
perawatan mesin kendaraan pada hari kerla sebesar masrng

masing 5 (lima) hler (hanya untuk perawatan mesrn)
(8) Di samping Kuola tersebut pada ayat (7), Bahan Bakar Minyak

dan Gas untuk Pemegang Kendaraan Dinas Operasrofal
diberikan sesuaL kebutuhan (dalam pelaksanaan tugas pada

hari kerja maupun han lrbur), dengan rnernperhatrkan
lamanya/panlangnya rute perjalanan pergr pulang

(9) Besaran Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas drmaksud pada

ayat (1) adalah sebagarmana tersebui pada Lanprran
Peraturan ini

BAB XVI
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS

Pasal 17

('1)Uang makan dibenkan kepada Pegawai Negen Srpr yang
dihitung berdasarkan lumlah har| masuk kerjai

(2) Pengalokasran dana dalam RKA/RKAP khusus untuk Pegavral
Negen SiprJ pa|ng banyak per pegawar 22 (dua pululr dLia)

hari dalam 1 (satu) bulan,
(3) Uang makan dibenkan kepada Pegawar Negen Srpil dan Non

Pegawar Negeri Sipil berdasarkan kegratan yang dllaksanakan
dan jumlah han masuk kerla,

(4) Besaran uang makan untuk Pegawai Negeri Srpr Golo|rgaI iil
dan lV sudah memperhitungkan pajak penghasilan

BAB XVII
KERJA LEI\,1BUR. PEMBERIAN UANG LEMBUR DAN UANC

IVIAKAN LEI\,,IBUR

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Kerja lembur adalah bekerla di luar jam kerla/wakl! kcrla
normal yang telah ditetapkan oleh firas rg-masrnq
Instansi/Kantor Pemenntah
Pegawar Negeri Siprl / Non PNS dapat d penntahkan
melakukan kerja lembur untuk menyelesatkan tugas-tLrgas

kedinasan yang mendesak;
Surat Perinlah Kerla Lembur paling kurang memual narna
Pegawai Negeri Srprl / Non PNS yang drperintah kerla le|lrbrrl
han dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, dan pekerlaarl
yang harus drselesarkan,
Kepada Pegawar Negen Srpr / Non PNS yang melakukan
kerja lembur trap-trap kaI selama palrng sedikit 1 (sal!) lanr
penuh drbefikan uang lembur

(4)



(5) uang lembul merupakan kompensasr bagi PNS / Non F)NS

yang melakukan kerla lembur berdasarkan Sulat Perlntah darl

Pejabat yaog berwenang
(6) Besaran uang lembur untuk tiap tiap lam penuh kerla lembur

bagi Pegawai Negeri Siprl / Non PNS adalah sebagarmana

tersebut pada Lampiran Peraturan Inl.

(7) Perintah Kerja Lernbur dtkeluarkan oleh Pelabat berwerlang

untuk paling banyak 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (s.rtu)

oulan,
(8) Pembenan uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200 %

(dua ratus persen) dan besafnya uang lembur pada har kerla

Pasal 19

(1) Kepada Pegawar Negeri Siprl / Non PNS yang melakukan

ke4a lembur diberikan Uang Makan Lembur,
(2) Uang makan lembur dapat drberikan setelah bekeria lembur

palng sedikit 3 (tiga) iam berturut-turut pahng banyak 1 (satu)

kali per han,
(3) Dalam hal Pegawai Negerr Sipil / Non PNS yang meakukan

kerla lembur pada hari libur kerja diberlkan uang inakan

lembur sesual kebutuhan:
(4) Besarnya uang makan lembur adalah sesuai dengan Lanlp rarl

Peratu.an ini.

BAB XVIII

BELANJA SEWA KENDARAAN

Pasal 20

Belanja Sewa 
, 
Kendaraan dtberikan dalam rangka

pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang trdak tersed a

kendaraan drnas operaslonal penunlang pelaKsanaan luqas

dimaksud,
Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan Surat

Perintah pejabat berwenang:

(3) Tata cara sewa kendaraan dilaksanakan sesuai Peraturarl

Peru ndaog-unda nga n,

(4) Trpe dan lenrs kendaraan sewa ter.trrl darl

a Sedani
b. Station Wagon
c Pick Up,

d Box/Truk,
e. Bus

(5) Harga sewa kendaraan sudah termasuk harga bel bahan

bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi;

(1)

(2)



'''
(6) Besaran harga sat!an sewa kendaraan drmaksud pada ayat

(1) pasal inr adalah sebagarn'lana tersebul pada Lanlpran
Peraluran inr

BAB XIX

BE TANJA KONSUI\4SI

Pasal 2 ,

(1) Belanja KonsLrrnsi d ber kan dalam rangka pelaksanaan tugas
pemefintahan di Ingkungan Pemerintah Kabupaten M nahasa
Tenggara,

(2) Pelaksanaan belanja konsumsi ditetapkan dengan SLrat

Penotah Pelabal berwenang;
(3) Tata cara pengadaan belanla konsumsr drlaksanakar) sesual

Peraluran Pe f u nd ang - und a nga n,

(4) Jen s Konsumsr lerdrrr darl
a fab e Manner

b Prasmanan l\y'akan

c Prasmanan Snack
d Makanan Kotak

e Snack Kotak
(5) Jer'rrs Konsunrsr 'l'able lanner drberlakLrkan untuk tanr! VVIP.
(6) Jcn s KonsunrsL Prasnrafan dan Makanan Kotak d ber aK(ikan

Pdud ^c9,drd,, 
) dPdt t4P4t.

(7) Jefrs Konsurrsr Snack Kotak dibenkan untuk pal ng baIyak 2

(dLra) kalr dala r salu lrar

(8) Besaran harga sat!an be anla konsumsr drmaksud pada ayat
(1) pasal Inr adaafr sebagarrnar'ra tersebut pada La]lprra r

Peraturan In

BAB XX

SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEIVlUAN

Pasal22
Sewa Ruangan Pertemuan adalah sewa ruangan yang

drgunakan u rtLrk rapal pertemuan sosialtsasl dan keglatan

lalnnya dr uar kanlor;
RLtangan pe(efiruan terdrn dar

a Ruangan besar dalam Hotel dengan kapasitas antafa 101

s/d 299 orang
b Ruangan sedang dalam Hotel dengan kapasitas antara 51

s/d 100 orang

c Ruangan kec I dalam Hotel dengan kapasitas s/d 50 orang

(1)

(2)



(1)

pasat 23
Sewa Gedung Pertemuan adalah sewa gedung yanq
drgunakan unluk rapat. pe(emuan, sostaltsasr dan kegLaLan
larnnya dt iuar kanlor
Gedung pertemuan ada/ah gedung yang brasa droi takaf
unluk pe(emuan dengan kapasrtas lebih dan 300 oranq

(2J

pasat 2L
Saluan braya Sewa Ruangan dan Gedung pertemLran s!dah
termasuk meja kursr soi//rd sy.slerD, dan fas llas ruangan/gedL/nq
penernuan larnnya

Pasa) 25
Besaran harga saluan b aya Sewa Ruangan dan Geclrrg
Pe(emuan ada ah sebaga mana tersebul pada Lamp ran
Peraturan rnl

BAB XX
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAIT

KANTOR

Pasal 26
(1)Paket kegratad rapat/pertemuan dr luar kantor adatatl

pe aksanaan kegratan rapat/perle uan yang d selenggarakarl
dr luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan y.1ltq
perl! drlakukan secara Intensrf
a Paket kegralan rapat/penemuan di luar kantor terdrr darl

Pakel FLlll Boat.l yang merupakan pakel kegratai rapal
yan9 drseterggarakaI dr Lrar kantor sehar penulL dan
befrnaanvfrengtlrap Komponen paket n)etrcakLlp
mlnun]an searnat datang, akomodast 1 rnalam r|akair 3

(trga) kaI snack 2 (dua) kalr Audiovisual Pod uf] Fr,
Chaft Whtle Boalcr. A at T!l s, Air lvlineral dan Pernren

b. Paket Full Day fierLrpakan paket kegiatan rapat/perternuan
yang drlakukan drluar kantor minrmal I (delapan) lam tanpa
mengrnap Komponen paket mencakup mrnuman se amal
datang, rnakan 2 (dua) kali (slang dan malam), Snack 2

(dua) kall Arlcrovlsla/ Podium, Flip Chan Wh e Boatcl

A at Tul s, A r Mineral dan Permen
c Pakel Hall Day -r,erupakan paket kegiatan rapat/pertemuan

yang dilakukan dr uaT kantot selama setengah hafL

(mrnrmal 5 jam) Komponen braya mencakup mtnuman

selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), Snack '1 (salu)

ka| Auchovisual, Podrum Frp Chad, White Baatd Alal

Tulis Air N4 neral dan Permen
(2) Paket kegLalan rapat/pedemuan di luar kantof ada ah

pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggaraka l



(3)

\4)

dr Juar kanlor dalarn rangka penyelesaian pekerJaan yang
perlu drlakukar'r secafa IntensLfl

Akomodasr unluk Pelabat Eselon ll keatas adalah sebanyak 1

(satu) kamar unluk 1 (satlr) orang;
Akomodasr Pejabat Eseion lll kebawah adalah sebanyak 1

(satu) kamar untuk 2 (d!a) orang.
(51 Keglaral yang o selenggdrar a. secafa lult DOd u aapal

dilaksanakan dr daiam kola maupLrn di l!af kota

Pasal 2;
Dengan drtetapkannya Pefaturan ini rnaka Peraturan Bupat

Minahasa Tenggata Nomor B Tahun 2012 dicabut dan drnyatakarl
ldak ber aku

Pasal 28

Segala sesualu yang b,elum diatur dalam Peraturan rn nrengacU

paoa narga pasaran !rnr!|l

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturaf Ini mu aL berlaku selak bu an Januafi 20'13

llrtetapkan d Ratahan

Pada Tanggal o3 9qE?^l<r 2012

Pembrna Utama lMuda
NIP 19541128 198002 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN
TAHUN 4I} NOI\,IOR !:.!

I\,lINAHASA TENGGARA

ULUNG

Drundangkan
pada tanggal

SEAl<E I

Ratahan.
Ob 94U"]bE w\1'

F LENDO

ASA TENGGARA,



(3)

dr luar kantof dalam rangka penyelesaian pekerJaan yang
perlu cllakukan secara lntens f
Akomodasi untuk Pejabat Eselon ll keatas adalah sebanyak 1

(Satu) kamar untLrk 1 (satu) orang
Akomodasr. Pejabal ESelon lll kebawah adatah sebanyak 1

(satu) kamar untuk 2 (dua) orang
Keglatan yang drselenggarakan secan fLtll baat(t dapal
drlaksanakan dr dalam kota ma!pun dt luar kola

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

pasal 27
Dengan d tetapkannya Peraturan lni. maka peraturalr Bupatl
lvlinahasa Tenggara Nomor I Tahun 2012 dtcabut dan clrnyatakan
trdak berlaku

pasa 2g
Segala sesuatu yang belum drat!r dalam peraturan int, meIgacLl
Pada harga pasaran LrrTtunl

. PasaL 29

Peraturan Int mular berlakLr selak bula| Januari 2013

(4)

(5)

D telapkan
Pada Tang

dr Ratahan
gal o? g€fLc^L€. ,o rz

SA TENGGARA,

NGGULUNG



DAFTAR ISI

STANDAR BIAYA UMUl\i] TAHUN ANGGARAN 2013

No URAiAN

(1) \2\

1 Honoraflum Penelili

2 Honoranum Narasumber. Instruktur Fasllitalor dan Konsulian

3 Honoraflum Trm Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

4 Honorarium Staf Khusus

5. Honor Ajudan, Sespti, Pengawalan dan Soprr KDH dan WKDH

6. Honorarium Satpam Pengemudi Pet!gas Kebersrhan dan Pramubaktl
SKPD

7 Honorarum Penyuluh Non Pegawai

8 HonorariumPenanggunglawabPengelolaKeuangan

L Honoraflum Pengelola Barang Mrlrk Daerah

10. Honoralum Pelabal Pengadaan/Pan tra Pengadaan/Pejabat Pembuat
Komilmen/Panrtra/Pelabal Penerrma Has I Pekerjaan

1'l Pakaian Dinas/Kerla/Resmr Pakaran KhusLrs flar hafi Terlentu

'I2 Bahan lvlakanan

13 Kuota Bahan Bakar Mrnyak dan Gas

14 Uang l\4akan lvlrnum Hanan

'15 Pemberian Uang Lembur dan Uang N,4akan Lembuf

16 Sewa Kendaraan

'17 Konsumsl

18 Sewa Ruangan dan Gedung pertemuan

'19 Braya Paket Kegiatan Rapat/perlemuan dr Luar Kantol

HALAIJ]AN

r3

1

1

2

2

2

2

J

4

4

4

4

5

5

5

5

I

1

1



' LAMPIRAN : PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATI MINAHASA TENGGARA
I 17 TAHUN 2012

: 03 SEPTEIMBER 2012

J STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN MINAHASA

TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2-013 
-

STANOAR BIAYA UMUM KABUPAI EN M NAHASA TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2013

(dalallr lrPrafi

NO

{l)

1

URA AN SATUAN

(3)

Oranq/Keg ata

Orang/Keg atan

ts AYA l/\ l0l-r

i 510 000

:J 0;0 00C

\2)

HONORARIUM PENELITI

1) Penehll

2) Pembantu Penelrtl

HONORARIUIV NARASUIIBER' INSTRUKTUR FASILITATOR

OAN KONSULTAN
1) Naras!mDer

2)

a EuPatL/ Yang drsetarakan

b Wekrl Bupatl

c Pelabat Eseion ll

d PelaDal Eselon lll
e Pelabal Eselon lv ke bawan

I lvlodefatof

Orang/KegraLan
Orang/Keg ata.
Orang/KegiaLan

Oranq/Keg alan

Orang/Keg atan

Orang/Kegratan
Orang/KegLalan

Orang/Keg atan

. 5iti) 00c '

| 00c lOc
:i ')!lii Oil0

:, l!l (i0l
-t !J0 000

i Jl0 00i)

I !lt 000

: iti! lLj0
3 !r00 000lu3.)

KDH dan WK0H ]

Orang/Kegratan

Orang/Kegratan

Orang/K."grataf

Orang/Keg atan

Orang/Kegratan

Orang/Kegratan
Orang/KegraLan

Orang/Kegrataf

Orang/Kegialan

Orang/Kegtataf
Orang/Keglatan
Orang/Kegjalan

Orang/Kegiatan

Orang/Butan

Orang/B!lan
Orang/Buian
Orang/Butan

Orang/Bulan

t5c 0c0

/00 tc0
650 000

600 000
500 000
500 000 .

i ilNi.r i0, l

HONORARIUIVI TIM PELAKSANA KEGIATAN OAN SEKRETARIAT
TIIU PELAKSANA KEGIATAN
1) Yang drlelapkan oleh B!pat/yang d selarakaf

a Pengarah
b Penanggung lawab . .

c Koordrnaior/Ketlra;._
d waktt KetLla
e Sekretafls -f Anggota

2) Yang d leGpkan oleh petabal Esetof la pengarah

0 penanggung 
lawabc Koordrnator/Ketua

o Watrt Ketua
e Sekrelans
f Anggota

lrlN Ll00

: 50 UJ!1

000 000

350 000

i50 00c
.'50l0Lr

I

/

HONORARIUM STAF KHUSUS

Xl"ofi 
o"oo", tesPRr DAN PENGAWALAN

,Jl Pengawatan/Secuntv
_, JOp/r

! utO 000 i
4 {)tLr 00t l
{ !100 L)!/-l
,,rarc it00

---

I

l

r

I



HONORARIUM SATPAM, PENGEII,lUDI, PETUGAS KEBERSIHAN,
OPERATOR KOMPUTER/TENAGA IT DAN PRAMUBAKTI SKPD
1) Satpam dan Pengemudi
2) Operator Komputer
3) Pelugas Kebersihan dan Pramubakll

HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI

1) SLTA
2) Sarjana Muda
3) Sartana
4) [4aster (S2)
5) Ooktor (S3)

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN
A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
1) Nilarpagu dana s d. Rp.250juta
2) Nrlar pagu dana dr atas Rp 250 Juta s d Rp500 luta
3) Nilai pagu dana dr atas Rp750 juta s d Rp 1 mrlrar

4) Nrlar pagu dana dr atas Rp 1 miliar s d Rp 2.5 mrlar
5) Nrlar pagu dana dr atas Rp2 5 mriar s d Rp 5 mi[ar
6) Nrlarpagu dana diatas Rp 5 mrirar s d T0 m l/ar

b. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1) Nrlar pagu dana s d Rp 250 tuta
2) Nilar pagu dana dr atas Rp 250 juta s d Rp500luia
3) Nrlar pagu dana dr atas Rp750 lula s d Rp 1 mflar
4) Nrlar pagu dana dr atas Rp I mflar
5) Nriar pagu dana dr alas Rp2.5 m har s d Rp 5 m [ar
6) Nrlai pagu dana di atas Rp 5 mflar s d 10 m tar

Orang/8ulan
Orang/ Bulan
Orang/Bu an

Orang/Bu an

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
O.ang/Bulan

Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/8ulan
Orang/Bulan
Orang/Bulan
Orang/Aulan

500 000
750 000
2:,0 000

750 000

900 000
rit0 c00
3rl0 00C

a,a0 000

l
l
l

1

2

2

2

1)

2)
3)
4)
s)
6)

AENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PEMEANTU
Nrlai pagu dana s d Rp 250luta
Nria, pagu dana or atas Ro 250 tLta s d R0500,Jra
N,rarpagu dana dratas Rp/50JLta s d Rp , ntral
Nrlar pagu dana dr atas Rp I mtjrar
Nrla, pagu dana d, atas R02.5 ort,d. s d Rp r F,,d.
N'rar pagu da,ra dr atas Rp 5 r,rra, , O iO r1 ra,

454 000
5|! 000
5r(r 000
600 000
700 000
800 000

2r0 t00
2!.) 0AA

;,:0 ar00

100 000
360 000
12C C00

3lJl 00C

400 000

450 000

500 000

b{r0 ccO

t,-r0 t00

l
I
I

I

l

t,
l

l

d;, B:]):1A:lRA, PENERIMAAN / BENDAHARA PEII/tBANTU
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10 mttia.

Orang/Bulan

Orang/Bulan

Orang/Bulan

Orang/8ulan

Orang/Butan

Orang/B!lan

Orang/BuJan

0rang/Bulan

Orang/Bulan

Oreng/Bulan

Orang/Buian
Orang/BuJan

Orang/gutan
Orang/Bulan

Orang/Bujan
Orang/Bulan
Ofang/BUlan
Orang/Butan 

I

:50 000

400 c00
,lr0 C00

r,ltj {I)O
6|i 000
,'t0 000

?5A aaa
Jl.t t00
.lr0 ai00 l

.:|A Aa) ,

4!0 000
s:5 000

d/€
dra
diai

MILIK
G/PEI
lRp2
rtas Rl
rras RI
ias R.

OAE

t0jul
250
7s0l

IAERA

ljuta
250lur,
50t!te

.IK DA
,ENYI'I

a250j
Rp 2s
Rp75(

l
uta

BARANG

s d RpSO0 juta

p

Oran!/Bulan
Orang/Bulan

Orang/Bulan
urang/Butan 

i

-t:r! !il0
,t ar lt00
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11

12

13

11

15 UANG IIIAKAN LEI/IBUR

PAKAIAN DINAS/KERJA/RESMI, PAKAIAN KHUSUS HARI.HARI
TERTENTIJ
a. PakaianDinas/Kerja/Resmi
1) Pakaran Drnas Hanan (termasuk alfibLit)
2) Pakaian ornas Lapangan (lermasuk atfibut)
3) Pakaran Srpil Hafian
4) Pakaran SiprlResml
5) Pakaran Srpil Lengkap
6) Pakaran Dinas Dokter/Perawat

Orang/Ste
Orang/Sle
Orang/Slel
Orang/Stel
Orang/Slel
Orang/Stel

Orang/Stel
Orang/Stel
Orang/Slel
Orang/Ste

Orang/Han
Orang/Han
Orang/Han
Orang/Han
Orang/Hafi

Orang/Har

b.

1)

2)

3)

a)

Pakaian Khusus Ha.i-hari Tedentu
Pakaran KORPRI (termasuk atribut)
Pakalan Adal Daerah
Pakaran Batrk Tradtsronal
Pakaian Olahraga (sudah Iermasuk sepatLr otahraga)

BAHAN MAKANAN
a Pasjen Rawal lnap Puskemas
b Anak Buah Kapal (Aklf)
c Anak Buah Kapal (Cadangan)
d PersonilTrmPenanggulanganBencana
e Pengsungsi Korban Bencana A am/Bencana Sos al
f Penambah Daya Tahan Tubuh

KUOTA BAHAN BAKAR TIINYAK DAN GAS
a. Peftamax / Premturn
1) Kapasitas Sr||nder lebrh dan 2.700 cc
2) Kapasitas Srlinder s.d 2 700 cc
3) Kapasites Silinder s d 2 500 cc
4) Kapasitas Srlindet sd 2 2a0 cc
5) Kapasitas Silinder s d 2 000 cc
6) Kapasrtas Sihnder s d j 800 cc
7) Kapasrtas Sr|nde. s d 1 600 cc
8) Kapasrtas Sr||nder s d 1 300 cc
9) Kapasrtas Srlinder s d 1 000 cc
10) Kapasrtas Sittnder s d 750 cc
11) Kapasitas Srlinder s.d 500 cc
12) Xapasitas Srtrnder s d 250 cc
13) Kapasttas Srtrnder s.d 200 cc
14) Kapasrlas Sihnder s d 150 cc
15) Kapasitas Srtrnder s d T25 cc

Han/Liter
Han/L ter
Han/L ler
Har/Lrler
HarlLrler
Han/Lrler
HafllLrter
Fan/Lrler
HarlLrler
Haf/Lrter
Han/L ter
Han/Lrter
Han/Lrler
HanlLrter
Han/Lrter

1)

2)

3)

4)

6)
7)

Solar
KapasMs Sr|nder tebrh dar 5 ooo cc
Kapasitas Sitndersd 5 000 cc
Kapasitas Sirndersd 4 0O0cc
Kapasrtas Sitrnder s d 3 500 cc
Kapasilas Sitrnders d 3 000 cc
Kapasrtas Srlinder s.d 2 700 cc
Kapasrtas Sitinder s d 2 300 cc
Kapasrlas Sr|ndersd 2 0O0cc

HanlLrter
Har /Lrter
Han/L ler
Har/Lrier

HanlLtler

Hafi/L/ler

Orang
Orang

UANG MAKAN MINUII HARIAN
1) Golongan I dan tl
2) Golongan l

3) colongan lV

PEIlIBERIAN UANG LEMAUR OAN
1) Uang Lembur

Golonganl/NonpNS
Golongan llo

Ofang/Jam
Orang/Jam

400 000
450 000
500 000
700 000
500 000
400 000

{00 000
4 LrO 000

350 000
450 000

20 000
27 AAA

20 000
25 000
20 000
11000

50
40

35

30
25

2D

15

10

I
7

6

5

3

2

50
15
40

35
30
25

2A

i5

25 000
;t7 000
29 000

10 c00
13 000 i
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c
d

Golongan lll
Golongan lV

Bupati dan Wak I EupatL

Full Board

Full Day

2) Uang Makan Lembur
a) Golongan I dan ll / Non PNS

b) Golongan lll
c) Golongan lV

SEWA KENDARAAN
1) Sedan
a) Kapasrtas Srhnder lebrh dafl 2 700 cc
b) Kapasitias Silinder lebih dari 2 400 cc
c) Kapasrtas Sr|lnder s d 2 000 cc

2) Staton Wagon
a) Kapasrtas Silinder lebih dar 2 700 cc
b) Kapasrtas Silnder s.d 2 700 cc
c) Kapasitas Srlrnder s d 2 500 cc
d) Kapasitas Srhnder s d 2 000 cc
e) Kapasitas Srirnder s d 1 800 cc
f) Kapasrlas Si|nder s.d 1 500 cc

3) PckUp

4) 8ox/Truck

5) Bus
a) Kapasitas dratas 45 seat
b) Kapasilas s d 40 seat
c) Kapasilas s d 35 seat
d) Kapasitas s d 30 seal
e) Kapasitas s d 25 seat
f) Kapasrtas s d 20 seat

KONSUMSI
1) Table Manner
2) Prasmanan Makan
3) Prasmanan Snack
4) Makanan Kolak
5) Snack Kotak

SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN
1) Sewa Ruangan PertemLran
a Ruangan besar (kapasitas antara '101 s d 299 Orang)
b Ruangan sedang (kapas tas antara 51 s d 100 orang)
c Ruangan kecrl(kapasitas s.d 50 orang)

2) Sewa Gedung Pertemuan (kapasrtas ebrh dafi 300 orang)

BIAYA PAKET KEGIATAN RAPATi PERTEMTJAN DI LUAR
KANTOR
1) Gubernur dan Wakrl Gubernur
a Full Board
b Full Day
c Half Day

2)

a

b.

Orang/Jam
Orang/Jam

Orang
Orang

Orang

Har/Unrt

Hari/Unrt

Han/(Jnit
Han/tln(

Han/Un t
Han/Unit
Han/Un1t

Han/Unrl

Haa/Unrt

Hafi/Unit
Har/Un t
Hari/Unrt
HarlUnrt
Har /(Jnrt

Orang/Ka I

Orang/Kali
Orang/Kal
Orang/Kal
Orang/Kal

Pakel

Paket

Orang/Han
Orang/Harl
Orang/Harl

Orang/Har
Orang/Han

l7 000

20 000

25 000

27 000
29 000

500 000
000 000
800 000

200 000

000 000
800 000
700 000
600 000
5il0 000

750 000

1 000 000

2 500 000
2 000 000
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000

85 000
40 000
15 000

20 000
r2 500

2

2

I

8 000 000
7 000 c00
6 000 000

10 000 000

9.10 t!0
100 000
240 000

81,0

5110

0r0
:r00
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a

o

4)

b

c

Pelabat Eselon ldan ll
Full Board
F!llDay
Half Day

Pelabat Eselon lll ke bawah
FullBoard
Full Day
Hal{ Day

Orang/Hafl
Orang/Hari
Orang/Hari

Orang/Hari
Orang/Hari
Orang/Hari

790.000
330.000
190.000

s50.000
240.000
150 000

1
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